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KATA PENGANTAR

Sl 3

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas segala kenikmatan, rahmat dan hidayah
yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menjalani kehidupan, khususnya
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam
semoga tercurahkan kepada junjungan alam, Rasulullah SAW, sang pembawa
risalah Islam sehingga membawa umat kepada kebenaran yang hakiki. - -

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka
penulis berkewajiban untuk membuat suatu karya ilmiah uberupa skripsi yang
didasari kepada ilmu yang telah penulis dapatkan selama menjalani masa
perkuliahan. Skripsi yang penulis angkat berjudul “IMPLEMENTASI
PERJANJIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT
CINA (RRC) TENTANG KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT
TIONGHOA DI INDONESIA \

Penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa
pihak baik secara materil maupun moril. Pertama sekali penulis ucapkan terima
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rasakan sekarang ini. Juga buat Kakanda Andri, Indra, Afrita Susanti. Spd, Ratmi
sari. Amd, (Alm)Vivi gusmiwati SE, serta adinda wulan ovita sari, yang telah
menjadi motivator bagi ananda untuk menyelesaikan studi ini. Tak lupa pula,
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1) Bapak Prof. DR. Elwi Danil S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas Padang.

2) Bapak Yoserwan S.H,MH.L.LM, Bapak H.Ilhamdi Taufik S.H., dan

Bapak Rembrandt S.H.,M.Pd, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan

11, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
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3) Bapak Prof. H. Firman Hasan S.H., LL.M.., selaku Ketua Bagian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfianti
S.H.,MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Andalas.

4) Bapak Prof. H. Firman Hasan SH., LLM. dan Ibu Zimtya Zora
S.H.,LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah
banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dalam memberikan
bimbingan dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

5) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah
memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

6) Bapak dan Ibu Karyawan pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas
Andalas khususnya pada biro akademik yang telah memberikan pelayanan
kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.

7) Kepada Sahabatku Herawati Rambe, Trinora Juwita, Weny Fauzi, Ratih
Atika, Rini Seprina yang telah memberikan banyak sekali bantuan baik
moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.

8) Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama angkatan
2005 yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan studi ini.
Akhimya, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

karena keterbatasan penulis sebagai Hamba Allah yang dhaif (lemah). Maka
dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan koreksi dan saran demi
menuju yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, Mei 2010
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Sari Minola
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa cikal bakal hubungan Indonesia dan Republik Rakyat
Tiongkok sudah dimulai pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan
kebudayaan dan keagamaan (Budha), antara Kerajaan Tang (Republik Rakyat
Tiongkok) dengan kerajaan Sriwijaya (Republik Indonesia). Pada abad ke-15 seorang
muslim tiongkok Zhenghe pemimpin barisan kapal mendarat di Kerajaan Majapahit
untuk menjalin hubungan perdagangan dan kebudayaan. Sejak itu banyak orang
keturunan Tioghoa mulai merantau dan menetap di Indonesia.

Zaman penjajahan Belanda keberadaan efnis tionghoa tidak menjadi
perhatian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan etnis tionghoa mulai
terjepit dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang
"Kewarganegaraan Republik Indonesia", serta Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun
1959. Ketentuan yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut tampak ada
pengelompokan Warganegara Indonesia (WNI) yakni WNI tunggal dan pemilihan
dwikewarganegaraan Republik Indonesia atau Republik Rakyat Tiongkok.
Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memberlakukan Surat Bukti
Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pasal 4 Peraturan Penutup UU

Nomor 62 tahun 1958 yang menyatakan:

! H Max Mulyadi Supangkat (leo Suryadinata, sastra peranakan tionghoa Indonesia, Grasindo,
Jjakarta, 1999) hal. 16



“Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia
dan tidak mempunyai surat bukti yang menujukkan bahwa ia mempunyai atau
memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan
itu, dapat minta kepada pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk
menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut
acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan=ketentuan
khusus dalam atau berdasarkan undang-undang lain”.

Pemberlakuan SBKRI terhadap keturunan Tionghoa dipengaruhi faktor politis
dan keamanan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Republik Indonesia karena di
Republik Rakyat Tiongkok, dibawah pemerintahan Mao Tse Tung memutuskan
bahwa semua orang tionghoa di seluruh dunia adalah warga negara Republik Rakyat
Tiongkok. Keputusan Mao Tse Tung sesuai dengan asas ius sanguinis, menurut asas
tersebut kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran.

Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Salah satu butirnya adalah pemenuhan kebutuban persyaratan untuk
kepentingan tertentu cukup menggunakan kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga
(KK), atau akte kelahiran.

Berlakunya Keppres ini, sekaligus tidak lagi memberlakukan semua
perundang-undangan yang mempersyaratkan SBKRI. Menjelang pemilu 1982
dikeluarkan Instruksi presiden (Inpres) Nomor. 2 tahun 1980 yang salah satu isi
kebijakannya adalah pemerintah akan memberikan 500.000 SKBRI pada 5 wilayah.

Bagi orang tua yang memegang SBKRI, anak-anak mereka tidak perlu lagi memiliki

? Mr. Dr. gouw giok siong dkk, keng Po Pintu Besar Seletan 86-88 Jakarta, 1958 , hal 11



SKBRI. Menjelang pemilu 1997, keluar Inpres Nomor. 6 tahun 1995 yang
memberikan kemudahan kepada pemochon naturalisasi. Prakteknya setelah Pemilu,
peraturan yang telah dibuat tidak ada pelaksanaannya sampai runtuhnya era orde baru
yang terjadi pada tahun 1998.° .

Permasalahan dwikewarganegaraan sebenarnya telah selesai ketika terbitnya
Undang-undang No. 4 tahun 1969. Penjelasan umum Undang-undang menyatakan
bahwa permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan, anak-anak WNI
Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal.
Sementara itu, WNI Tionghoa dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilik
kewarganegaraan lain, selain kewarganegaraan Indonesia dan tidak perlu lagi
membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

Nyatanya tidak demikian, warga keturunan Tionghoa masih tetap mengalami
kesulitan yang tidak hanya dirasakan warga tionghoa biasa tapi juga mereka yang
telah berjasa kepada republik ini. Ivana Lie mantan atlet bulu tangkis nasional,
merupakan salah seorang korban rumitnya birokrasi dalam mengurus SBKRI.
“Bertahun-tahun saya menjadi pemain nasional, tapi tanpa kewarganegaraan”.
Sebagai pemain yang membawa bendera Merah Putih, Ivana berkali-kalj
mengharumkan nama bangsa di level internasional. Prestasinya itu membuat lagu
kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di berbagai penjuru dunia. "Saat keluar
negeri, saya hanya dibekali secarik kertas yang menyatakan bahwa saya orang

Indonesia. Tapi, ketika pulang, kewarganegaraan saya dicabut dan menjadi stateless




(tidak punya kewarganegaraan),” ujamya. Dia juga telah berusaha mengurus Kartu
Tanda Penduduk (K'TP), tapi tidak bisa karena tidak memiliki surat kewarganegaraan.
SBKRI tersebut didapatkan setelah diperjuangkan KONI dan PBSI. Hatini tidak saja
terjadi pada ivana lie Tapi, beberapa atlet bulu tangkis lain seperti Alan Budi
Kasuma, Susi Susanti, dan Hendrawan.*

Masyarakat tionghoa yang memiliki tanah dipedesaan, segera kehilangan hak-
milik atas tanahnya. Adanya ketentuan bahwa sebagai seorang Asing etnis tionghoa
tidak berhak atas milik tanah. itulah yang terjadi akibat dengan diberlakukannyz UU
No. 62 tahun 1958, terjadi persengketaan atas hak-milik tanah, baik perkebunan kopi,
maupun tanah ladang yang mereka sewakan baik yang digarap sendiri.
Dikelvarkannya PP Nomer 10 tahun 1960 mengakibatkan banyak warga Tionghoa
terusir dari-pedesaan, karena tidak sempat mengurus SBKRI yang baru diberlakxdcén-.
Warga tionghoa juga tidak bisa ikut serta dalam pemerintahan baik menjadi seorang
pegawai negeti sipil ataupun berpolitik.

Puncaknya pada Kerusuhan Mei 1998 Indonesia yang telah menggemparkan
selurul dunia, hal ini -mengakibatkan ketidak stabilan politik, ekonomi dan sesial
Indonesia serta membuat citra negatif Indonesia ‘di mata -dunia. Puluban rumah,
sebuah klenteng (vihara) das beberapa mobil dan sepeda motor dirusak massa karena
masalah kecil seperti senggolan mobil, bisa berkibat besar sehingga terjadi

perkelahian yang kemudian diprovokasi menjadi tindakan anarkis terhadap etnis

N hitp/lwww.indopos.co.id/index. phplact=detail_c&id=209258tangeal 29 juni 2010
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Tionghoa.> Akibat ini tidak hanya dirasakan korban dari warga cina saja, tetapi juga
warga pribumi. Hal ini terjadi diseluruh wilayah kesatuan republik indonesia.

Sebagai suatu negara, Indonesia mempunyai komitmen moral maupun legal
terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi masyarakat keturunan cina. Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa martabat dan
kemerdekaan dimiliki oleh semua manusia, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1
DUHAM. Selanjutnya di dalam Konvenan Hak Sipil dan politik (International
Convenant on Civil and Political Right), martabat dan kemerdekaan masyarakat
dijamin melalui pasal 27 Konvenan tersebut yang berbunyi:

“Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis,
agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok
minoritas tersebut tidak dapat ditolak haknya, dalam masyarakat bersama
anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka
sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau
menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Era reformasi dan demokrasi, hampir seluruh undang-undang dan peraturan
peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pemerintahan Presiden
Soekarno maupun Presiden Socharto telah berhasil dilikuidasi. Dicabutnya seluruh
larangan-larangan yang memojokkan etnis cina termasuk larangan melakukan ritual
agama dan adat istiadat dan budaya cina secara terbuka serta larangan bahasa dan

aksara cina oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Kemudian disusul keluarnya

Keputusan Presiden Megawati yang menyatakan Tahun Baru Imlek menjadi hari

* http://hukumonline. com/detail asp?id=7981 &cl=Fokus tanggal 29 juni 2010
S Pasal 27 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.




libur nasional.” Disahkannya Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan
No.23 tahun 2006 yang telah membatalkan seluruh UU dan Staatblads diskriminatif
peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang telah membagi kedudukan hukum dan
sosial bangsa Indonesia dan melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan-
peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa. Satu-satunya yang
tertinggal tinggal adalah Surat Edaran Presidium Kabinet RI . No SE-06/PresKab/
6/1967 tanggal 20 Juni 1967 yang berisi instruksi untuk mengganti sebutan Republik
Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang
Cina. Surat Edaran Presidium Kabinet yang berisi instruksi ini sebenarnya tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi dan dapat diabaikan saja.

Situasi yang semakin kondusif menyebabkan lahimya berbagai organisasi-
organisasi Tionghoa di Indonesia. Pertama organisasi-organisasi Tionghoa yang
dibentuk oleh golongan peranakan. Ada yang berbentuk Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) seperti Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Gerakan Anti
Diskriminasi (GANDI), ada partai politik seperti Partai Reformasi Tionghoa
Indonesia (PARTI) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Ada juga organisasi
massa ;fang dibentuk oleh campuran golongan peranakas dan totok seperti
Panguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa

(INTD).2

7 http://kunci.or.id/esai/misc/benny_tionghoa htm tanggal 29 juni 2010

8 bttp://hukumonline.com/detail asp?id=7981 &cl=Fokus tanggal 29 juni 2010




Akhir-akhir ini terjadi perkembangan yang cukup menggembirakan, beberapa
organisasi-organisasi Tionghoa seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI),
Marga Huang, Meizhou, Guangshao dan Teochew kadang-kadang melakukan
kegiatan sosial membantu korban bencana alam atan pengobatan gratis, di samping
baksos-baksos yang dilakukan Buddha Tsu Hsi dan Walubi. Namun yang paling
menonjol adalah bakti-bakti sosial pengobatan gratis yang dilakukan Perhimpunan
INTI yang telah mengadakannya ratusan kali di berbagai daerah di Indonesia,
malahan pada tanggal 2 Maret 2008 di kota Tegal telah diselenggarakan pengobatan
gratis yang dicatat dalam Musium Rekor Indonesia (MURI), karena dalam 7 jam
telah berhasil memeriksa dan mengobati 11.138 pasien kurang mampu.’

Ketika terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh berbagai organisasi
Tionghoa ikut memberikan bantuan dana dan logistik kepada para korban. Dengan
dukungan 115 organisasi-organisasi Tionghoa pada tahun 2005 telah berhasil
dibentuk Persatuan Masyarakat Indonesia Tionghoa Peduli Bencana (PERMATA).
Organisasi ini tidak didukung oleh organisasi-organisasi yang berasal dari provinsi
Fujian dan PSMTI.

Sidang Paripurna DPR RI 11 Juli 2006, dengan mulus mengesahkan Undang-
Undang  Kewarganegaraan baru (undang-undang nomor 12 tahun 2006),
menggantikan UU Kewarganegaraan No 62 tahun 1958. undang-undang ini dengan
tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya Warga Negara Indosia (WNI) dan
Warga Negara Asing (WNA) dan tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi.

Setiap anak yang dilahirkan di Indonesia dari orang tua warga negara Indonesia

dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia dan tidak dibutuhkan SBKRI lagi.

? budaya tiong@yahoogroups.com benny G setionoSetelah UU Kewargansgaraan,
Lalu?, tanggal 29 juni 20190




Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tersebut juga
berhasil menerapkan azas Ius soli yang dikombinasikan dengan azas Ius sanguinus.
Anak-anak yang lahir di wilayah negara Indonesia adalah warga negara Indonesia,
demikian juga anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan warga negara
Indonesia dan asing mendapatkan perlindungan atas status kewarganegaraannya
sebagai warga negara Indonesia.

Apabila status tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda, mereka
mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraannya pada saat anak-anak itu
dewasa (18 tahun atau sudah menikah). Perempuan atau laki-laki warga negara
Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan asing, tidak akan kehilangan
kewarganegaraannya dan pasangannya dapat memperoleh kewarganegaraan
Indonesia dan berhak untuk menetap di Indonesia.'®

Undang-undang nomer 12 tahun 2006 masih terdapat kelemahan, bagi warga
negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Seorang Warga
negara indonesia selama lima tahun berturut-turut dan dengan sengaja tidak
menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada
Perwakilan Republik Indonesia yang wilayab kerjanya meliputi tempat tinggalnya,
akan mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya.'!

Secara konseptual (ide pokok) dan substansial atau dilihat dari segi isi disetiap

pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mencerminkan

' Pasal 23 angka (i) Undang-undang no. 12 tahun 2006
! Pasal 42 Ketentuan Peralihan Undang-undang nomor 12 tahun 2006



usaha Indonesia untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban
setiap warganegara, terutama bagi warga negara keturunan, Kesadaran jtu terbangun
setelah mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 hasil amandemen yang syarat dengan kebebasan dan perlindungan hak
asasi manusia, juga mempertimbangkan berbagai Konvensi International anti
diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas masalah masyarakat
Cina karena adanya “pendiskriminasian” terhadap masyarakat tioghoa, yang penulis
tuangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul:
“Implementasi Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina

(RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perjanjian Antara Republik Indonesia dengan
Republik Rakyat Cina (RRC) mengenai kewarganegaraan etnis cina di
indonesia?

2. Bagaimana status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-undang

Nomor 12 Tahun 20067



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Implementasi Perjanjian antara republik Rakyat Cina
(RRC) tentang kewarganegaraan etnis cina di indonesia.
2. Untuk mengetahui status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. melatih kemampuan untuk melakukan peselitian secara ilmiah dan
merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
b. Menerapkan teori yang di peroleh dari perkulishan dan
menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

¢. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilma hukum.

2. Manfaat Praktis
Tulisan ilmiah ini di harapkan dapat menjadi wacana yang memperkuat opini
publik menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan
lembaga eksekutif. Serta dalam pembuatan undang-undang ini di harapkan

menjadi jalan terbaik untuk status kewarganegaraan kelompok etnis (cina).
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E. Metodologi Penelitian
Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang
telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman
dalam melaksanakan penelitian.
1. Tipologi Penelitian
Tipologi peneliltian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder. Penelitian
hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini mencakup: '

a. Inventarisasi Hukum
Yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti
konvensi-konvensi, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan
penulisan untuk dianalisis.

b. Penelitian Hukum Terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap
ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu tidak saling
bertentangan, sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal
adalah penelitian terhadap ketentuan yang sederajat yang mengatur bidang
yang sama.

Penelitian hukum Empiris yang digunakan dalam penulisan ini mencakup ;'

2 Soerjono soekanto, Penelitian Hufam Normatif, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.hal 14
13 .
Loc.Cit

1



1. Penelitian terhadap identifikasi hukum.
Penelitian tentang bagaimana berlakunya hukum sesvai dengan
kaidah-kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-
cara yang di tetapkan.

2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.
Penelitian yang menelaah efektivitas suatu peraturan (berlakunya
hukum),
pada dasamya merupakan penelitian perbandingan antara realitas
hukum dengan ideal hukum. Realitas hukum artinya bagaimana orang
seharusnya bertingkahlaku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah
hukum, atau dengan kata lain relitas hukum adalah hukum dalam
tindakan (law in action). Ideal hukum menurut Donald Black adalah
kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan
hakim (law in books)."*

2. Jenis dan Sumber Data

a. Penelitian hukum Normatif
Jenis peneliian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian
kepustakaan (/ibrary research). Bahan pustaka merupakan data dasar

yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

¥ Amiruddin dan zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Ra ja Grafindo Persada:
Jakarta, 2004, hal 137
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Apabila dﬂihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka

bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Bahan atau sumber primer ini mencakup:

a. Konvensi Internasional
b. Peraturan Internasional lainnya

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai
bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel
media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui
internet.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup :
Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum
primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan
bidang hukum.'”

b. Penelitian hukum Empiris

Jenis data dalam penelitian adalah data primer yaitu data yang di

peroleh langsung dari sumber pertama. Bisa juga dari abli, atau pihak-

pihak yang mengetahui dan konsentrasi dalam permasalaban yang
penulis angkat.
3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

' Soerjono Sockanto, Penelitian hukum Normatif, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006) hal. 33
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Data-data yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi
kepustakaan pada perpustakaan Wilayah Sumatera Barat,
Perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Bung Hatta.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
4. Analisis Data
Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik
dari perpustakaan, majalah media masa, maka tahap berikutnya adalah
mengelola dan menganalisis data, yang terdiri dari: '
1. Editing
Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat
meningkatkan kulitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.
2. Coding
Yaitu proses umtuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh
menurut kriteria yang ditetapkan.
Setelah data diteliti dan diklasifikasikan kemudian dianalisis barulah dapat
diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian dan

kemudian dapat dituangkan dalam penulisan.

' Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal 123,
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G. Sistimatika Penulisan

Suatu karya ilmiah dapat dikatakan baik apabila pembahasannya disusun

secara sistimatis dan tersusun secara baik antara sate sama lam yang tidak dapat

dipisahkan. Secara garis besarnya pembahasan ini dapat dibagi antar BAB. Secara

rinei pembahasan yang dikemukakan terdiri dari 4 BAB (empat BAB) sebagai

berikut;
BAB I

BABH

Bab I

Pendabmivan, sekaligus proposal penulisan skaipsi ini yang merupakan
dasar-dasar pemikiran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. BAB ini
dirinct atas sub bab yakni; a. Latar belakang Masalah, b. Persmusan
Masalah, ¢. Tujuan Penclitian d. Manfaat Penelitian, e. Metode Penclitian,
f. Tinjauan Pustaka, g. Sistimatika Penulisan.

Tmjavan wnum {entang status kewargamegarsan kelurvman cina di
indonesia. Dalans bab ini akan di ketengahkan tenmtanyg: a. pengertian
kewarganegaraan, b. asas kewarganegaraan, ¢. sejarah kewarganegaraan,
d. pengertian wargancgara dan warga asing, . konsep dasar warga negara,
{. sistim Rewarganegaraan.

status kewarganegaraan keturuman cina & imdonesia di pandang dari segi
hukum internasional dan hukum nasional mengenai, a. Implementasi
Perjanjian antara Republik Indomesia dengan Republik Rakyat Cina

(RRC) temtang siatus kewarganegaraan ketwunan cima i indonesia, b.

15



Status Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa menurut Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2006.

BAB IV Kesimpulan dan Saran
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Kewarganegaraan
Warganegara merupakan rakyat yang menetap di suatu  wilayah,
warganegara atau anggota negara (rakyat) juga mempunyai hubungan hak dan
kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Negara memiliki hak untuk
menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi waraganegaranya begitu juga
dengan warganegara'’. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada
pembatasannya. Namun suatu negara harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum
hukum internasional. Mengenai icewarganegaraan kita juga dapat melihat elemen-
elemen dasar kewarganegaraan.
Elemen-elemen dasar kewarganegaraan adalah sebagai berikut:'®
1. keanggotaan dalam suatu komunitas (pada level negara), di dalam mana
seseorang menjadi bagiannya dan yang lain berada di luarnya
2. Identitas yang dimiliki bersama, dimana seseorang merasa memiliki
kesamaan sementara yang lain tidak
3. Simbolisme yang dibvat oleh generasi sebelumnya yang kemudian

mengalami rekonstruksi terus menerus,

' Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal 117

'® Sobirin malian,dkk. Pendidikan kewarganagaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, yogjakarta.
2003 hal. 4!
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4. Pragmatis, dalam pengertian bahwa seorang warganegara hidup dalam
realitas sehari-hari. Namun demikian ia juga dapat mengoyahkan
simbolisme yang dikenakan sehari-hari

5. kekuasaan yang membutubkan legitimasi warganegara tetapi sekaligus
dapat membatasinya. Hubungan antara warganegara dan negara ini lah yang
kemudian berimplikasi kepada sistim politik, ekonomi maupun budaya.
Kewarganegaraan (citizenship) merupakan keanggotaan yang menunjukkan

hubungan atau ikatan antara negara dengan warganegara. Di Indonesia
kewarganegaraan dikenal dengan istilah kaulanegara. Kewarganegaraan adalah segala
hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara. Pengertian kewarganegaraan
dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:'’
1.  kewarganegaraan dalam arti yuridis
kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan antara
warganegara dan negara. Hal ini dapat dilihat dari segi materil yang
menunjukkan adanya akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu
timbulnya hak dan kewajiban warganegara.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum
antara warganegara dengan negarganya, namun kewarganegraan dalam arti

sosiologis menipakan salah satu cabang dari hukum publik, hal ini dapat

* Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia,
1994, hal. 8
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dilibat dari segi formal yakhi menunjuk pada tempat kewarganegaraan itu
dalam sistimatika hukum.

B. Asas-asas dan Sistim Kewarganegaraan
Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan
atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berbak memperlakukan kaidah-
kaidah hukum pada orang yang bukan warganegaranya, hal ini merupakan general
principle atan asas-asas hukum dalam lapangan hukum Internasional dengan apa
yang diterima dalam kebiasaan-kebiasaan International dan prinsip-prinsip hukum
yang secara Internasional diterima dalam bidang Kewarganegaraan. Sedangkan sistim
kewarganegaraan merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan,
saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan
suatu kesatuan yang utuh.?’.
I.  Asas-asas kewarganegaraan
Menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas-asas
kewarganegaraan antara lain:
1) Berdasarkan kelahiran. Adapun asas-asas kewarganegaraan dari segi
kelahiran tersebut adalah;’!

a. asas ius sanguinus (Jaw of the blood)

2 Atmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal. 9

* Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia,
1994, hal. 9
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Asas ius sangunis atau hukum darah (law of the blood) atau
asas geneologis (keturunan) adalah asas yang menetapkan seseorang
mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang
tuanya tanpa mengindahkan dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut
oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti eropa kontinental
dan cina.

Keuntungan dari asas ijus sanguinis antara lain: (1) akan
memperkecil jumlab orang keturunan asing sebagai warganegara; (2)
tidak memutuskan hubungan antara negara dan warganegara yang
lahir; (3) semakin menumbuhkan semangat nasionalilsme; (4) bagi
warganegara daratan seperti cina dan lain-lain, yang tidak menetap
pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai
warganegaranya meskipun lahir di tempat lain.

. asas 1us soli (Jaw of the soil)

Asas ius soli atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat
kelahiran (law of the soil) atau asas asas teritorial adalah asas yang
menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut
tempat dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara
imigrasi seperti USA, Australia dan kanada.

Keuntungan dari asas ius soli adalah dengan lahirnya anak-
anak dari para imigran di negara tersebut maka putusiah hubungan

negara asal. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingakat
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mobilitas manusia, diperlukan satu asas lain yang tidak hanya
berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan
terhadap asas lain juga berdasarkan realitas empirik bahwa banyak
orang tua memiliki status kewarganegaraan berbeda. Hal ini akan
bermasalah jika anaknya lahir disalah satu negara orang tuanya,
yaitu ia mendapat warganegara dari salah satu dari negara orang
tuanya dimana dia lahir.

asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan bagi setiap orang.”’

asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan

yang diatur dalam Undang-undang ini.?®

2) Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan

yang meancakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan <erajat:?*

a.

Asas kesatuan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri
adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat.
Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami isteri perIu

mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah

rad . . . E
Penjelasan atas undeng-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Republik Indonesia
“ ibid

* Koemiatmanta Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia,

1994, hal. 12



kewarganegaraan. Berdasarkakn asas ini diusahakan status
kewarganegaraan suami isteri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami isteri.
Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendisi
kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan

- seperti bal nya ketika belum berkeluarga.
3) Beberapa asas khusus lainnya yang juga merupakan satu hal penting
dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu antara lain:>’

a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional,
yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara
kesatuan yang dimilild cita-cita tujuan tersendiri.

b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa
pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap
warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik dalam maupun
luar negari.

C. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang
menentukan bahwa setiap warganegara indonesia mendapatkan

periakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

* Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan
Republik Indonesia,
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d. Asas kebenaran substansif adalah prosedur kewarganegaraan
seseorang tidak hanya bgrsifat administratif, tefapi juga disertai
dengan substansi dan syarat-syarat permohonan yané dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¢. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan segala
perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan
warganegara atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin dsbnya.

f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
adalah asas yang segala hal ikhwal yang berhubungan dengan
warganegara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak
asasi manusia pada umumnya dan hak warga pada khususnya.

g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala
ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus dengan secara
terbuka.

h. Asas publisitas adalah asas yang menetukan bahwa seseorang
-memperoleh  atau  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia
diumumkan dalam berita negara Indonesia agar masyarakat
mengetahui.

II. Sistim Kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi
Sistim adalah suatu kesatuan bagian-bagian vang saling berhubungan,

saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan



merupakan suatu kesatuan yang utuh’® Seseorang dapat memperoleh
kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara yakni:*’
1. Sistim aktif (stelsel aktif)

Orang tersebut secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepas

kewarganegaraan.

2. Sistim pasif (stelsel pasif)

Seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya tanpa

berbuat apapun, negaranyalah yang mempermaklumkan status baru dari

orang yang bersangkutan.

Naturalisasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang
bukan berkewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warganegara
Indonesia,”® mengenai naturalisasi ini di atur dalam BAB Il ayat 8 s/d 18,
Sedangkan jika dipandang dari segi hukum naturalis adalah suatu perbuatan
hukum (recht deling) yang menyebabkan seseorang memperoleh
kewarganegaraan suatu negara tertentu.

Prakteknya naturalisasi dapat terjadi karena dua hal yaitu:

a.  Naturalisasi biasa

2% Ahmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal 9

7 Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jitid 2), PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3

% Muhardi hasan, Buku Ajar lmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistim
Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4), 2005, hal 44
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Naturalisasi biasa yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang
asing melalui permohonan dan prosedur yang tetah ditentukan.?’
Permohonan kewarg;megaraan itu dilakukan sebagai berikut:

1. permohonan diajukan secara tertuilis dan bermaterai kepada menteri
kehakiman melalui pengadilan negari atau perwakilan RI di tempat
tinggal pemohon;

2. pemohon harus ditulis dalam bahasa indonesia, serta bersama
dengan permohonan itu persetujuan isteri, kecakapan berbahasa
indonesia, dil.

b.  Naturalisasi istimewa
Naturalisasi istimewa yaitu pewarganegaraan yang diberikan oleh
pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan
kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap
negam.m
2 (dua) hak dalam menentukan status kewarganegaraan, yaitu:’
1. hak opsi, yakni hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Hak ini

dipergunakan bagi mereka yang melakukan stelsel aktif:

¥ Kansil, Pengantar lmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, balai pustaka jakarta, 1986, hai 102
*0p cit, hal 104

¥ Ko emiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Ketmigrasian Indonesia, PT Gramedia,
1994, hal. 4

25



2. hak repudasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan bagi
yang melakukan stelsel pasif.

Pewarganegaraan membawa akibat bukan bagi isteri dan anak-anak
orang yang menjadi warganegara karena pewargansgaraan memiliki akibat-
akibat sebagai berikut:*

a. seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI
akan memperoleh kewarganegaraan R, karena kewarganegaraan RI yang
diperoleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya.
Namun, apabila seorang suami kehilangan kewarganegaraan RI, maka
dengan sendirinya istrinya kehilangan kewarganegaraan itu. Hal ini
tergantung dengan asas kewarganegaraan yang di anut oelh negara yang
bersangkutan,

b. Anak yang belum bernmur 18 tahun dan belum kawin, yang mempuonyai
hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu
memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI,

c. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap
anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan

ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum kawin.

* Kansil, Pengantar 'mu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, balai pustaka jakarta, 1986, hal 103



C. Sejarah Kewarganegaraan
1. Zaman Belanda

Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka tanah air Indonesia dalam
zaman belanda tidak mempunyai Warga negara, karena tujuan utama mereka
datang ke indonesia adalah mencari keuntungan materil sebesar-besarnya.
Masalah kewarganegaraan dianggap penting pada saat paham nasionalisme
muncul di abad XIX.»

Abad XIX ini, tepatnya tahun 1850-1892 terjadi dualisme dibidang
hukum kewarganegaraan di Belanda, yakni dalam pasal S Nederlansch
Burgelijk Wetboek (NBW), yang menetapakan pengertian warganegara
belanda yaitu semua orang yang bertempat tinggal di negeri belanda dan
koloninya berstatus sebagai nederlander (warganegara belanda). Hal ini
bersifat perdata, sedangkan menurut Wer 28 Juli 1850 warganegara belanda
terbatas hanya pada mereka yang dilahirkan oleh orang tua yang bertempat
tinggal di negari belanda, yang bersifat publik >

Menurut peraturan Hindia-Belanda penghuni atau penduduk tanah air
indonesia yang bukan orang asing disebut kanlanegara belanda yang dapat

dibagi sebagai berikut:>>

¥ ibid, hal.16
* Ibid. 17
3 Ibid, hal. 99
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a.  kaulanegara belanda dengan belanda, yaitu semua orang yang lahir dari
orang tua yang berstatus kaulanegara belanda dan bertempat tinggal baik
di wilayah kerajaan belanda maupun yang ada di hindia-belgnda.

b.  kavlanegara belanda bukan orang belanda tetapi yang termasuk
bumiputra, yaitu bukan dari golongan kaulanegara belanda ataupun
orang asing, tetapi yang dimaksud dengan bumiputra adalah semua
orang atau penduduk asli di hindia-belanda.

c.  kaulanegara belanda bukan orang belanda tetapi juga bukan bumiputra,
maksudnya adalah orang asing yang berada di hindia-belanda. misalnya:

orang-orang timur asing (cina, india, arab, dan lain-lain).

2. Sejak Proklamasi-sekarang
a.) Proklamasi Indonesia
Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai Undang-
undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 agustus 1945 barulah
PPKI mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
sebagai konstitusi negara. Mengenai kewarganegaraan UUD RI 1945
menyebutkan antara lain:
a.  pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa “ yang menjadi warganegara
adalah orang-orang indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.”
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b.  pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa “syarat-syarat yang mengenai
kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”
Sesuai dengan pasal 26 undang-undang dasar 1945 tersebut, tanggal

10 April 1946 dinndangkanlah Undang-undang nomor 3 tahun 1946,

melalui undang-undang nomor 6 tahun 1947 undang-undang nomor 3

tahun 1946 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 agustus 1945. Kalau

diperhatikan dari undang-undang ini bahwa kewarganegaraan indonesia

bisa didapat oleh™:

1. orang yang asli dalam wilayah negara republik indonesia,

2.  orang yang bukan asli tetapi turunan dari seseorang yang asli dan

. lahir, betempat kedudukan dan berkediaman dalam wilayah Negara

Republik Indonesia , serta orang bukan turunan seorang yang asli
yang labir, bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya
lima tabun berturut-turut yang paling akhir di dalam wilayah Negara
Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.

3. orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara
naturalisasi

4. anak yang sah, di sahkan atau di akui dengan cara yang sah oleh
bapaknya yang pada lahir bapaknya mempunyai kewarganegaraan

Indonesia

 Ibid, hal. 27
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5. anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya
yang mempunyai kewaraganegaraan Indonesia meninggal dunia

6. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah pada
waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia

7. anak yang di angkat secara sah oleh warganegara Indonesia

8.  anak yang lahir di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang
tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang
tuanya.

9.  badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam
negara republik indonesia dan bertempat kedudukan di dalam
wilayah negara republik indonesia®’

Status kewaraganegaraan indonesia berdasarakan undang-udang
nomor 3 diatas terganggu dengan adanya Piagam Persetujuan Pembagian
Warganegara (PPPWN), yang pada saat itu terjadi penyerahan kedaulatan
dari Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden) kepada Republik
Indonesia Serikat, sebagai hasil dari Konvensi Meja Bundar. Hal ini
menentukan bahwa kedua negara harus menentukan siapa-siapa saja yang
menjadi warganegara masing-masing.

Negara Indonesia merubah bentuk negaranya dari bentuk kesatuan
menjadi federal atau serikat, begitupun dengan Undang-undang dasar

1945 di gantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949,

7 Undang-undang nomer 6 tahun 1967
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pasal 194 Konstitusi RIS 1949 saat itu timbul ketidak pastian akan hukum
tentang status warganegara Indonesia vang berasal dari golongan Eropa
dan Timur Asing.

Tanggal 4 juni 1957 muncul Peraturan Penguasa Militer Nomor
Pri/PM/09/1957 tentang kewarganegaraan. Latar belakang kemunculan
peraturan ini adalah karena sejak tanggal 27 Desember 1949 masalah
kewarganegaraan menimbulkan banyak ketidak jelasan. khususnya dalam
praktek. Namun. dengan diberlakukannva Undang-undang Keadaan
Bahaya Nomor 74 tahun 1957, seiak tanggai 17 April 1958 Peraturan
Penguasaan Militer diatas tidak berlaku lagi.

b.) Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia .

Warganegara Republik Indonesia menurut Undang-undang ini
adalah orang-orang yang berdasakan perundang-undangan dap/atau
perianiian dan/atau peraturan-peraturan vang berlaku sejak Proklamasi 17
agustus 1945 sudah menjadi warganegara Republik Indonesia.

Tanggal 22 april 1955. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah
Republik Rakyat Cina membuat suatu perjanjian mengenai status
warganegara cina vang ada di indonesia. Undang-undang ini tidak
membolehkan adanva dwi-kewarganegaraan, maka masvarakat cina vang
ada di indonesia barus melakukan pelepasan ini tercantum dalam pasal 4

avat 1. vang berbunyi:



“orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah
republik Indonesia yang ayah dan ibunya, apabila tidak mempunyai
hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, juga lahir di dalam
wilayah republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh
mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman untuk memperoleh
kewarganegaraan Republik In donesia, apabila ia setelah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan
lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga
menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya
atausesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian
dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan negara yang
bersangkutan.”

Hal ini dilakukan wntuk menghindarkan terjadinya kelebihan
kewarganegaraan, baik bipatride maupun multipatride. Undang-undang ini
hanya mengenal ada dua golongan penduduk, yaitu warganegara
Indonesia dan warganegara asing atau orang asing, sesuai dengan bunyi
pasal 20 yakni:”Barang siapa bukan warganegara Republik Indonesia
adalah orang asing.”

Selain melakukan pelepasan kewarganegaraan, dalam prakteknya
orang-orang cina diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia (SBKRI). Surat ini bertujuan sebagai pernyataan Surat ini
bertujuan sebagai pernyataan identitas bagi orang-orang cina yang telah
melakukan pelepasan kewarganegaraan cina dan telah memilih untuk

menjadi warganegara indonesia.



Beberapa kelemahan dalam undang-undang nomor 62 tahun 1958 ini
adalah:*®
L. tidak adanya batasan pengertian atau definisi tentang warganegara
Indonesia. Yang ada dalam pasal 1 hanya jawaban siapa yang
menjadi warganegara Indonesia.
2. Isi kewarganegaraan tidak diatur, yakni tidak dijumpai pengaturan
tentang hak dan kewajiban warganegara Indonesia.
3. status badan hukum indonesia tidak diatur, hanya status subjek
badan hukum pribadi yang diatur.
¢.) Undang-undang nomor 12 tabun 2006 tentang kewarganegaraan
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Aturan hukum mengenai kewarganegaraan indonesia mengalami
perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang
nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegraan Republik Indonesia
mengantikan undang-undang nomor 62 twhun 1958, dengan adanya
undang-undang yang baru ini maka masyarakat terutama warga keturunan
dapat mendapatkan hak mereka untuk menajadi bahagian dari negara
indonesia, sebagai warganegara indonesia.
Undang-undang ini mencerminkan wusaha yang serius dari
pemerinfah Indonesia untuk melindungi, menjamin persamaan hak dan

kewajiban setiap warganegara, serta memberikan perlindungan bagi

% Ihid, hal 37
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kepentingan kaum asing dan juga nasib anak-anak mereka, terutama bagi

warga keturunan.

D. Pengertian Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing

1.

Warganegara Indonesia

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di
dalam wilayah kekukasaan negara indonesia. Pada awalnya rakyat dari suatu
negara hanya terdin dari sekumpulan atau sekelompok orang-orang yang
berasal dari satu keturunan nenek moyang saja, dan dalam hal ini yang
terpenting adalah faktor pertalian darah.

Perkembangan zaman mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan
manusia untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya, maka rakyat membuka
diri terhadap orang asing yang datang ke negara mereka dengan berbagai
latar belakang yang berbeda pula. Faktor bertempat tinggal bersama
menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam pengertian rakyat dalam
suatu negara atau tidak.

Secara garis besar penge}ﬁan rakyat adalah orang-orang yang bertempat
tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negara dan
mendukung negara yang bersangkutan.. Setiap negara membuat suatu
peraturan  perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan untuk

menentukan siapa yang menjadi warganegara dan siapa yang dianggap



sebagai orang asing atau warganegara asing. Dalam hal ini suatu negara

membuat peraturan perundang-undangan.

Warga negara di Republik Indonesia dapat dilihat pengertiannya dalam
pasal 26 batang tubuh UUD 1945 (amandemen) dalam bab X tentang
warganegara dan penduduk, yang menyatakan:

1. yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan
oarang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warganegara.

2. penduduk ialah warganegara indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di indonesai.

3. hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur undang-undang.
Ayat (1) pasal ini disebutkan salah satu yang menjadi warganegara

adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang, orang-
orang bangsa lain yang dimaksud adalah misalnya orang peranakan belanda,
peranakan cina dan peranakan arab yang bertempat kedudukan di indonesia
dan mengakui indonesia sebagai tanah aimya serta setia kepada negara
republik indonesia dan menjadi warganegara.

Warganegara Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia aslhi dan
orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
Orang indonesia asli yang dimaksud dalam pasal 2 diatas adalah orang
indonesia yang menjadi warganegra indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
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2. Pengertian warganegara asing

a)

b)

Warganegara asing dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:
Orang asing penduduk atau penduduk asing

Orang asing penduduk atau penduduk asing adalah orang yang
bertempat tinggal tetap sebagai penduduk indonesia yang diatur dalam
undang-undang nomor 9 tahun 1955 tentang kedudukan orang asing,
penduduk asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat
tinnggal di wilayah negara tersebut. Mereka ialah pemegang dokumen
imigrasi yang menyatakan hak kependudukannya sebagai orang asing di
indonesia.
Orang asing bukan penduduk

Ialah orang asing yang datang ke indonesia yang bertempat

tinggal sementara atau pengunjung singkat sehubungan dengan maksud

dan tujuan kedatangannya.

E. Konsep Dasar Warganegara

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah penduduk (ingezetemen)

atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang
merupakan suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim
dinamakan rakyat dari negara tersebut yaitu sekumpulan manusia yang disatukan oleh

suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
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Masalah HAM akan menjadi masalah yang prinsipial di negara agama dan
negara rasial. Sebab negara-negara itu akan memunculkan warganegara kelas dua.
Hak-hak warganegara kelas dua secara konstitual akan tidak sama dan lebih terbatas
dibadingkan warganegara yang seagama dengan agama resmi negara atau yang
berasal dari etnik, serta faktor-faktor lain yang dapat membuat perbedaan antara
warganegara.

Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakkan kesetiaan tertingi
seseorang kepada suatu negara (moderm) tertentu.>® Konsep ini semakin lama semakin
berperan dalam penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat secara
yuridis maupun yang secara politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya
membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa modern.

Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara RI dan RRT membuat warga
keturunan yang ada di Indonesia harus memilih menjadi warganegara Tiongkok atau
warganegara Indonesia. Hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan nomor.
2 tahun 1958 tentang perjanjian kewarganegaraan. Adapun isi perjanjian tersebut
antara lain: *°

1. Barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Ri dan RRT pada waktu

perjanjian ni berlaku sndah berumur 18 tahun harus mesmilih satu diantara

3 Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (filid 2), PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 4

“ Muhardi hasan, Buku Ajar Ilmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistim
Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4), 2005, hal. 42
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kewarganegaraan negara RI atau RRT atas dasar sukarela, termasuk isteri juga
harus memilih salah satu kewarganegaraan tersebut,

. Orang yang memiliki dua kewarganegaraan dan ingin tetap mempunyai
kewarganegaraan RI  harus menyatakan keterangan  melepaskan
kewarganegaraan RRT kepada petugas RI dan telah dianggap menjadi
warganegara R atas kehendak sendiri dan telah kehilangan kewarganegaraan
RRT,

. Orang-orang yang memililki dan kewarganegaraan yang tidak menayatakan
pililhan kewarganegaraan, dalam waktu dua tahun setelah perjanjian RI-RRT
mulai berlaku, dianggap telah memiliki kewarganegaraan RI bila dari pibak
bapaknya keturunan Indonesia,

. Orang yang pada waktu perjanjian RI-RRT ini mulai berlaku belum dewasa
dan mempunyai kewarganegaraan merangkap harus memilih kewargaan
negara dalam satu tahun setelah mereka menjadi dewasa,

. Seorang warganegara RI yang kawin dengan seorang warga negara RRT,
masing-masing tetap memiliki kewargaan negara yang dimilikinya sebelum
kawin. Tapi setelah kawin salah seorang memilih salah satu kewargaan negara

dan ia akan kehilangan kewargaan negaranya semula.
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BAB I
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik
Rakyat Cina tentang Kewarganegaraan

Masalah kewarganegaraan di Indonesia awalnya timbul karena adanya
kebijakan pada masa pemerintahan Maosedong yang menyatakan bahwa semua orang
tionghoa yang ada diseluruh dunia termasuk Indonesia adalah warganegara Republik
Rakyat Cina (asas jus sanguinis). Kebijakan itu kemudian ditindak lanjuti oleh
pemerintahan Republik Indonesia dengan membuat perjanjian dwi-kewarganegaraan
antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, yang di laksanakan pada
tahun 1955.*

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik indonesia ini dikenal dengan
perjanjian Sunario-chou En Lai, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-
kewarganegaraan keturunan cina yang ada di Indonesia. Perjanjian ini mengatur
ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan
di Indonesia. Proses pelepasan kewarganegaraan tesebut pada wilayah indonesia
dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah
tempat tinggal orang yang menyatakan pelepasan kewarganegaraan, di Republik
rakyat tiongkok dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia di Republik Rakyat

Tiongkok, sedangkan di luar indonesia dilakukan oleh wakil diplomatik atau konsulat

' GOUW GIOK SIONG dkk, Warg& Negara dan Orang Asing, Keng Po. Pintu Besar Selatan 86-
88, Jakarta, 1960, hat 89
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Republik Indonesia yang daerahnya meliputi tempat orang yang menyatakan

keterangan atau kepada petugas lain yang ditunjuk oleh menteri luar negeri.*2

Masalah dwi-kewarganegaraan berdasarkan perjanjian tersebut dapat

diselesaikan dengan cara menhilangkan salah satu kewarganegaraan yang dimilki

seseorang. Untuk itu kedua belah pihak menyepakati hal-hal berikut ini:*®

a. Mereka yang berdwi-kewarganegaraan dianggap tidak mempunyai

kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat Pemerintahan
Indonesia kedudukan sosial politik mereka membuktikan bahwa mereka
dengan sendirinya telah melepas kewarganegaraan RRC-nya. Dengan

demikian hal nya dengan isteri dan anaknya yang belum dewasa.

. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a di atas, harus

memilih dengan kehendak sendiri salah satu kewarganegaraan yang akan
mereka pertahankan. Suamifisteri yang berkewarganegaraan rangkap
menentukan pilihannya masing-masing. Sementara anak selama belum
dewasa, mengikuti pilihan bapak/ibunya. Jika kemudian telah dewasa anak
tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Apabila ia tidak
menyatakan pilihannya, ia dianggap tetap berkewarganegaraan seperti

selama belum dewasa.

2

43

Ibid, hal. 90

Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (ilid 3),

PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 107
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Pasal X perjanjian kewarganegaraan menentukan bahwa apabila seorang
warganegara Indonesia kawin dengan seorang warganegara RRC, masing-masing
tetap memiliki kewarganegaraan asal. Kecuali apabila salah satu dari mereka dengan
kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya
dan memperoleh kewarganegaraan tersebut maka dengan sendirinya ia akan
kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Isi perjanjian RRC dan RI di atas tersebut kemudian diratifikasi oleh
Pemerintah Indonesia dalam bentuk uadang-undang nomor. 2 tahun 1958.% Undang-
undang ini kemudian dibuat ketentuan pelaksananya yakni Peraturan Pemerintsh
nomor 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan undang-undang tentang persetujuan antara
Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

Undang-undang No. 62 tahun 1958, ketentuan umumnya menyatakan bagi
wanita RRC yang kawin dengan warganegara Iz{donesia, dan kemudian ingin menjadi
warganegara Indonesia, tidak dipersyaratkan adanya Leteer of Explanation dari
perwakilan RRC. Demikian pula dengan halnya dengan laki-laki RRC yang kawin
dengan warganegara Indonesia dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia

Pasal 12 PP No. 20 Tahun 1959 merinci mengenai siapa yang termasuk
kedalam kategori untuk melakukan pernyataan pelepasan kewarganegaraan, formulir

tersebut adalah sebagai berikut:*

# Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2),
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 107

¥ ibid. hal. 110
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1) Formulir T untuk orang laki-laki yang mempunyai anak yang belum dewasa
yang sah, disahkan atau diakui dengan sah;

2)  Formulir II untuk orang perempuan mempunyai anak yang belum dewasa,
yang tidak mempunyai bapak sah atau tidak diketahui kewarganegaraan
bapaknya atupun bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan
keterangan tentang pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia atau
kewarganegaraan Repulik Rakyat Cina.

3)  Formulir II untuk orang yang tidak mempunyai anak yang belum dewasa
dan untuk perempuan yang anak-anaknya semuanya mempunyai bapak sah
dan masih hidup atau sudah meninggal dunia setelah menyatakan
keterangan tentang pelepasan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina;

4) . Formulir IV untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum
dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya yang memilih
kewarganegaraan Republik Indonsia.

5) Formulir V untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum
dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya yang memilih atau
dianggap memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atan
warganegara Republik Rakyat Cina bukan Warga negara Indonesia.

Mereka yang masuk kedalam golongan untuk Formulir C sebagai Surat
Bukti Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 12 PP nomor. 20 tahun 1959

adalah sebagai berikut:
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Sudah pernah bersumpah atau janji setia kepada Republik Indonesia sebagai
anggota suatu badan resmi,

Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah diberhentikan
dengan horinat sebagai demikian,

Anggota Kepolisian Republik Indonesia atan telah diberhentikan dengan
hormat sebagai demikian,

Seorang veteran,

Pegawai negeri atau telah diberhentikan sebagai pegawai negeri Republik
Indonesia dengan berhak menerima pensiun,

Pegawai daerah otonom atau telah diberhentikan sebagai pegawai daerah
otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun,

Sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintahan Indonesia dalam lapangan
politik, dan setelah mewakili Pemerintahan Republik Indonesia tidak pernah
mewakili Pemerintah RRC,

Sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam
lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintahan Republik Indonesia
tidak pernab mewakili Pemerintah RRC,

Sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan
kebudayaan atau keolahragaan yang bersifat perlombaan antatr negara, dan

setelah mewakili Republik Indonesia tidak pernah mewakili RRC,



J. Petani menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan
Menteri Agrari, cara hidup dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia
asli menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak pribumi.

Tanggal 16 November tahun 1959 diberlakukan Peraturan Presiden No.10
tahun 1959 yang dikenal dengan peraturan pedagang kecil dan eceran. Peraturan
Presiden yang berlaku surut sampai tanggal 10 juli 1959 ini melarang usaha pedagang
kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah. Hal ini diberlakukan
karena saat itu orang keturunan cina di Indonesia terbagi kedalam dua kelompok
status orang cina warganegara asing dan cina berdwi-kewarganegaraan Republik
Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Walaupun Peraturan Pemerintah nomor 20
tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1958 telah
diundangkan tapi belum ada persetujuan dwi-kewarganegaraan akan diberlakukan,
Namun, dengan keluvarnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1960 yang
menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1959 mulai berlaku pada
hari penukaran di peking, perjanjian yang diharapkan berlaku untuk waktu dua puluh
tahun,*®

Tanggal 10 maret 1961 diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun
1961 tentang tambahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1959. peraturan
pemerintah ini menambah dua jenis formulir yaitu:

a. formulir VI dan formulir VIA untuk orang yang telah menjadi dewasa dan

sebelum itu hanya berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, karena

% Op,cit. hal. 114
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mengikuti penolakan kebangsaan Indonesia bapak atau ibunya atau karena ia

ditolak kebangsaan indonesia-nya oleh bapak atau ibunya.

b. Formulir D untuk orang yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan
Republik Rakyat Cina karena telah membuktikan turut dengan sah dalam
pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II Perjanjian dwi-kewarganegaraan ini menyebutkan penerbitan
formulir-formulir tersebut berakhir pada tanggal 20 januari 1962, formulir-formulir
ini berlaku selama dua tahun yaitu tahun 1960 sampai tahun 1962, selama dua tahun
tersebut bagi warga keturunan yang telah dewasa harus melakukan pelepasan
kewarganegaraan dan bagi warga yang belum dewasa, pelepasan kewarganegaraan
dilakukan ketika orang tersebut dewasa. Bagi warga keturunan yang tidak ingin
melepas kewarganegaraan cina dan memilih kembali ke negara cina harus
mengajukan permohonan yang keimigrasi untuk dilakukan exit permit only (EPQ)."

Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina ini juga menetapkan
cara pelaksanaan perjanjian tersebut, berlaku dari tanggal 15 desember 1960. Cara
pelaksanaan tersebut merupakan tambahan dari undang-undang nomor 20 tahun
1959, dalam cara pelaksanaannya ini mengatur sipa-siap yang berhak memilih
kewarganegaraan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1):

“Yang berhak menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok berdasrkan atas
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mengenai soal dwi-kewarganegaraan adalah

mereka yang pada waktu perjanjian pejanjian berlaku, serempak memiliki
kewarganegaraan Republik Indonesia menurut perundang-undangan Indonesia dan

*" Koemiatmanto Soetoprawiro, ibid. hal.113
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mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut perundang-
undangan republik Rakyat Tiongkok.”

Selain peraturan-peraturan diatas, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan
peraturan-peratura 13in sebagai cara pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Yaity
peraturan pendaftaran, pembuktian, status kewarganegara indonesai dan anak-anak
dari warganegara indonesia keturunan asing yang memegang Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik indonesia (SBKRI).

Pemberian SBKRI kepada pemegang surat pernyataan tersebut dan keturunan
berdasarkan permohonan mereka adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan
yang berlaku. Disamping hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman
No. IB.3/4/12 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB/31/3, tahun 1978,
SKBRI juga dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang berdasarkan pasal 1
UU No. 62 tahun 1958 sudah menjadi warganegara Indonesia namun saat ini tidak
memiliki bukti kewarganegaraan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman
kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia No. C-HL.03.10-1, tanggal 7
Jjuli 1983, mereka harus memenuhj Syarat-syarat:

a. dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dibuktikan dengan petikan akta
kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga,

b. sehari-hari hidup sebagai warganegara masyarakat Indonesia, dan dapat
berbahasa indonesia. Untuk membuktikan ini, Pengadilan Negeri menguji
pemohon dalam hal kecakapan berbahasa indonesia dan pengetahuan Mora]

Pancasila,
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c. tidak pemah menolak atau ditolak atan ikut dalam penolakan kebangsaan
Indonesia pada masa opsi atau repudiasi®® antara tanggal 27 Desember 1949
sampai 27 Desember 1951, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan diatas kertas bermaterai,

d. tidak terdapat petunjuk-petunjuk sebagai orang asing yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari Kantor Imigrasi setempat..

Setelah dikeluarnya Peraturan Presiden No. 10 tahun 1958, warganegara cina
pemegang SKK, dan imigran gelap diberi kesempatan untuk menjadi warganegara
indonesia, asal status kewarganegaraan mereka Jelas terlebih dahulu. Artinya, mereka
harus dapat membuktikan kewarganegaraan RRC terlebih dahulu, kemudian mereka
harus tunduk pada undang-undang No. 62 tahun 1958,

Perjanjian ini tidak hanya melihat mengenai status anak keturunan yang masih
mempunyai orang fua fetapi juga membahas mengenai anak yang berdwi-
kewarganegaraan juga. Dasar-dasar yang ditentukan oleh pegjanjian ialah bapak atan
ibunya dan baru setelah dewasa diperbolehkan atau diharuskan memilih
kewarganegaraan. Perkawinan antara warganegara Republik Indonesia kawin dengan
Seorang warga negara Republik Rakyat Cina, maka masing-masing masih dapat
memiliki kewarganegaraan yang dimiliki Asebelum kawin. Kecuali apabila salah satu
dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan

dari yang lain. Tetapi yang lazimnya adalah isteri mengikuti suaminya.

* Ibid. hal 35
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Peraturan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut yang telah dibuat

peraturan perundang-undangannya di Indonesia belum lengkap mengatur tentang

bahwa warga keturunan masih dianggap sebagai Warganegara Asing. Sehingga masih
dibutuhkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Ketentuan-ketentuan menyangkut masalah orang cina di Indonesia yang tidak
berhasil diselesaikan secara tuntas, ada 4 (empat) kategori masalah yang belum tuntas
tersebut, yaitu:*°

1. masalah warganegara RRC pemegang Exit-Premit Only (EPO) sebagai akibat

diberlakukannya Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959

2. masalah imigran gelap,

3. masalah warganegara RRC yang menggunakan paspor palsu atau berada di
wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah,

4. masalah warganegara RRC yang bermukim di Indonesia dan memegang Surat

Keterangan Kependndukan (SKK).

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina
sempat ada masalah namun, tanggal 20 januari 1992 hubungan diplomatik RI dan
RRC membaik, yang salah satu tindak lanjut dari hubungan tersebut adalah pencarian
penyelesaian masalah orang asing keturunan cipa yang berhasil dilaksanakan dengan

ditandatanganinya Memorandum of Understanding antara Menteri Kehakiman

* Op,cit hal 125
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Indonesia Ismail saleh dan menteri Kehakiman RRC Chai Cheng pada tanggal 4 mei
1992 di beijing.*

Penandatanganan yang didahului dengan Senior Official Metting 13-16
April 1992 di Jakarta itu berhasil menyepakati satu keputusan penting, yaitu
penyelesaian seluruh masalah yang berkaitan dengan warganegara RRC di Indonesia.
Kongretnya pemerintah RRC yang selama ini memiliki dwi-kewarganegaraan dengan
sukarela memilih untuk menjadi warganegara Indonesia. Mereka yang memilih
menjadi  warganegara Republik Indonesia akan langsung  kehilangan
kewarganegaraan RRC. Pemerintahan Republik Rakyat Cina tidak akan ikut campur
tangan dalam masalah hukum di Ivar negeri. Oleh karena itu, diharapkan agar para
bekas warganegara Republik Rakyat Cina yang telah menjadi warganegara Indonesia

dapat hidup bermasyarakat di Indonesia.

B. Status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-undang Nomor 12
Tahun 2006
Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik Indonesia ini mengatur
ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan
di Indonesia, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaraan
keturunan cina yang ada di Indonesia dan mencengah timbulnya dwi-

kewarganegaraan di kemudian hari.

% Op,cit hal. 94
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Perjanjian Dwi-kewarganegaraan ini membuat warga keturunan yang ada di
Indonesia harus memilih menjadi  warganegara Tiongkok atan warganegara
Indonesia. Hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan nomor. 2 tahun 1958
tentang perjanjian kewarganegaraan. Adapun isi perjanjian tersebut antara lain:>!

. Barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan RT dan RRT pada
waktu perjanjian ni berlaku sudah berumur 18 tahup harus memilih saty
diantara kewarganegaraan negara RI atau RRC atas dasar sukarela, termasuk
isteri juga harus memilih salah saty kewarganegaraan tersebut,

2. Orang yang memiliki dua kewarganegaraan dan ingin tetap mempunyaj
kewarganegaraan RI  harus menyatakan  keterangan melepaskan
kewarganegaraan RRC kepada petugas RI dan telah dianggap menjadi
warganegara RI  atas kehendak sendiri dan telah  kehilangan
kewarganegaraan RRC,

3. Orang-orang yang memililki dan kewarganegaraan yang tidak menayatakan
pililhan kewarganegaraan, dalam wakty dua tahun setelah perjanjian RI-
RRC mulai berlaku, dianggap telah memiliki kewarganegaraan RI bila dari
pihak bapaknya keturunan Indonesia,

4. Orang yang pada waktu perjanjian RI-RRC ini mulaj berlaku belum dewasa
dan mempunyai kewarganegaraan merangkap harus memilih kewargaan

negara dalam satu tahun setelah mereka menjadi dewasa,

! Muhardi hasan, Buku Ajar limu kewarganegaman/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistim
Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran {SP4), 2005, hal. 42
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5.  Seorang warganegara RI yang kawin dengan seorang warga negara RRC,
masing-masing tetap memiliki kewargaan negara yang dimilikinya sebelum
kawin. Tapi setelah kawin salah seorang memilih salah satu kewargaan
negara dan ia akan kehilangan kewargaan negaranya semula.
Undang-undang nomor. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik

Indonesia, menyatakan bagi wanita RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia,
dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia, tidak dipersyaratkan adanya
Leteer of Explanation dari perwakilan RRC. Demikian pula dengan halnya dengan
laki-laki RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia dan kemudian ingin
menjadi warganegara Indonesia
Undang-undang di atas masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum
sejalan dengan falsafah pancasila, antare; lain karena bersifat diskriminatif, kurang
menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan antara
warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-
anak. Secara filosofis, yuridis dan sosiologis undang-undang ini sudah tidak berlaku
lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia,
Adapun kesulitan yang dirasakan warga keturunan saat itu di antaranya:>
. adanya larangan bagi warga keturunan untuk ikut dalam pemerintahan,

seperti tidak bolehnya warga keturunan berpolitik,

2 Penjelasan umum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik
Indonesia
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2. dilarangnya warga keturunan merayakan hari-hari besarnya, seperti
merayakan tahun baru imlek, beribadah menurut kepercayaannya,
3. sulitnya pengurusan SBKRI, dll.

Undaﬁg—undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 pasal 44
menjelaskan  bahwa: “Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaiména telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.”

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia mengalami perubahan
yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2006
tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menggantikan undang-undang nomor
62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Secara substansial dan konseptual **
undang-undang ini mencerminkan wusaha serius pemerintah Indonesia untuk
melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara terutama
bagi warga keturunan. Selain itw, undang-undang ini juga memberikan perlindungan

bagi kepentingan kaum asing dan juga nasib-nasib anak-anak mereka.

* Ibid. hal 8
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Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2006, menyatakan bahwa
Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara
Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku
dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 ‘Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 40 undang-undang ini menyatakan bahwa; “Permohonan
pewargancgaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau
permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah
diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses,
diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Hal ini di atur dalam BAB
IIT mengenai syérat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Dampak dari ketentuan perundang-undangan ini adalah semua WNI
keturunan berhak untuk mendapatkan pelayanan publik, sebagaimana juga berhak
untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan jabatan publik lainnya, serta berpolitik.
WNI keturunan yang sudah lahir di Indonesia tidak perlu lagi membuat Surat Bukti
Berkewarganegaraan Republik Indonesia yang biasa berbelit-belit, membutuhkan

waktu Jama dan memakan biaya besar.
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Adapun perubahan yang terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006

tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Adanya pengaturan tentang status perkawinan campuran. Status anak dari
perkawinan campuran. Yang dalam hal ini diatur didalam pasal 4 undang-
undang nomor 12 tahun 2006, yakni: “anak dari perkawinan campuran ini
dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas yang artinya sampai usia 18
tahun anak yang lahir dari ayah WNA dan ibu WNI serta sebaliknya bisa
mempunyai kewarganegaraan ganda, bary pada usia 19 tahun samap; usia 21
tahun ia harus mengambil keputusan apakah menjadi WNT atay WNA
adanya di buka kesempatan untuk di lakukannya pewarganegaraan, hal ini d
atur dalam pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2006, yang berbunyi:
“Pasal 8 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui
pewarganegaraan.” Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
undang-undang ini.
Undang-undang ini juga mengatur ketentuan pidana untuk menghindari
adanya perbedaan antara yang diatur dalam undang-undang dengan praktek
yang terjadi di lapangan seperti Yang tercantum dalam pasal 36 undang-
undang ini, yang berbunyi:
“(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagaimana ditentukan  dalam Undang-Undang  ini sehingga
mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau

memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun.”

Sebuah hukuman yang tidak ringan bagi pegawai yang lalai atau sengaja
mempersulit orang lain mendapatkan kewarganegaraan. Dengan ketentuan ini
tidak ada lagi alsan bagi pejabat untuk mengabaikan hak-hak WNI dalam
memberikan pelayanan, sehingga kekhawatiran akan praktek-praktek yang
terjadi pada masa berlaku undang-undang kewarganegaraan yang alam tidak
terjadi lagi.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di dalam pasal 1 ayat

(3) menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang. Sifat negara
hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut
dan terikat kepada aturan-aturan yang ditetukan lebih dahulu oleh alat-alat
perlengkapan yang dukuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu, yang juga
ditunjang dengan mempraktekkan ciri-ciri dari negara hukum agar semua perundang-
undangan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang
sebenarnya dari pembuatan undang-undang tersebut. Adapun ciri-ciri negara hukum
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam

bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang

tidak memihak.
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3. jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat
dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari asas yang di anut suatu negara,
Asas Kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi Negara untuk menentukan
siapa yang berhak menjadi warga negaranya, undang-undang nomor 12 tahun 2006
dalam pemnjelasannya menyatakan bahwa indonesia menganut asas ius soli, asas ius
sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda, Asas
Solli dan Asas Sanginis yang menentukan anak yang dimaksud dalam pasal 4i dan 4j
memiliki status kewarganegaraan RI.

Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Yang menjadi WNI adalah
Orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan UU sebagai warga negara, yang dimaksud “bangsa indonesia asli” yaitu orang
indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Pasal ini mengutip dari pasal 26
UUD 1945 yang berbunyi, "Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara.
Kekuatan hukum bagi anak yang dimaksud dalam pasal 4i dan 4] adalah sama den gan
anak —anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan dan identitas
orang tuanya”. Mereka tidak perls lagi Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan
Republik indonesia (SKBRI), yang dulu selalu menjadi persyaratan dalam mengurus
ijin yang berkaitan dengan usaha ataupun keperluan lainnya,untuk menujukkan yang

bersangkutan Warganegara RI.
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BAB1V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kewarganegaraan (citizenship) merupakan keanggotaan yang menunjukkan

hubungan atau ikatan antara negara dengan warganegara. Di Indonesia

kewarganegaraan dikenal dengan istilah kaulanegara. Penentuan kewarganegaraan

dilakukan agar tidak timbulnya kewarganegaraan ganda bagi warganegara yang

bukan masuk kedalam kategori orang-orang bangsa Indonesia asli > Berikut adalah

kesimpulan yang penulis ambil dari skripsi ini, antara lain:

1.

Implementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik
Rakyat Cina (RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di
Indonesia

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik indonesia ini dikenal
dengan perjanjian Sunario-chou En Lai, yang bertujuan untuk
menyelesaikan masalah dwi- kewarganegaraan keturunan cina yang ada di
Indonesia. Perjanjian ini mengatur ketentuan untuk melepas salah satu
kewarganegaraan yang dimiliki warga keturnnan di Indonesia. Proses
pelepasan kewarganegaraan tesebut pada wilayah indonesia dilakukan oleh
hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat
tinggal orang yang menyatakan pelepasan kewarganegaraan, di Republik
rakyat tiongkok dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia di

Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan di luar indonesia dilakukan oleh

* Undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 2



wakil diplomatik atau konsulat Republik Indonesia yang daerahnya meliputi
tempat orang yang menyatakan keterangan atau kepada petugas lain yang
ditunjuk oleh menteri luar negeri.>

Masalah dwi-kewarganegaraan berdasarkan perjanjian tersebut dapat
diselesaikan dengan cara menhilangkan salah satu kewarganegaraan yang
dimiliki seseorang. Perjanjian ini menentukan bahwa apabila seorang
warganegara Indonesia kawin dengan warganegara RRC, masing-masing
tetap memiliki kewarganegaraan asal, kecuali apabila salah satu dari mereka
dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari
suami/isterinya dan memperoleh kewarganegaraan tersebut maka dengan
sendirinya ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Perjanjian dwi-kewarganegaraan ini kemudian diratifikasi oleh
pemerintahan Indonesia dalam bentuk undang-undang nomor 2 tahun 1958,
yang kemudian di ganti dengan undang-undang nomor 62 tahun 1958

tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penandatanganan yang didahului dengan Senior Official Metting 13-
16 April 1992 di Jakarta itu berhasil menyepakati satu keputusan penting,
yaitu penyelesaian seluruh masalah yang berkaitan dengan warganegara

RRC di Indonesia. Kongretnya pemerintah RRC yang selama ini memiliki

% Ibid halaman. 90
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dwi-kewarganegaraan dengan sukarela memilih untuk menjadi warganegara
Indonesia. Apabila merecka memilih menjadi warganegara mereka langsung
kehilangan kewarganegaraan RRC, Republik Rakyat Cina tidak akan ikut
campur tangan dalam masalah hukum di luar negeri.
Status Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa menurut Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2006

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia mengalami
perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang
nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,
menggantikan  undang-undang nomor 62 tahun 1958  tentang
kewarganegaraan. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 ini diganti karena
terdapat  kelemahan yang sangat mendasar mengenai  status
kewaragenagaraan seseorang terutama warga keturunan cina.

Kelemahan dari undang-undang tersebut di atas adalah antara lain:
(1) pengertian atau batasan atau definisi tentang kewarganegaraan Indonesia
tidak ada tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai apa
warganegara itu, yang ada dalam pasal 1 hanya jawaban atas pertanyaan
siapa wargnegara Indonesia itu, (2) isi kewarganegaraan Indonesia tidak
diatur, tidak dijumpai pengaturan mengenai hak dan kewajiban waragnegara
Indonesia. Jadi masalah hak dan kewajiban warganegara diatur secara
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional

maupun daerah, (3) sttus badan hukum Indonesia tidak diatur.



Pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang
kewarganegaraan di atas dijelaskan bahwa yang menjadi WNI ada dua
kelompok, yaitu bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang. Orang-orang cina, arab, india, dan lainnya yang
tinggal di Indonesia dan menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain, maka berdasarkan undang-undang
kewarganegaraan ini mereka termasuk dalam kategori indonesia asli dan
sekaligus menjadi WNI, dan sejajar dengan etnik lainnya yang ada di
indonesia.

Dampak dari ketentuan perundang-undangan ini adalah semua WNI
apalagi yang berasal dari kategori indonesia asli berhak untuk mendapatkan
pelayanan publik, sebagaimana juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai
Presiden dan jabatan publik lainnya. WNI keturunan yang sudah lahir di
Indonesia tidak perlu lagi membuat Surat Bukti Berkewarganegaraan
Republik Indonesia yang biasa berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan
memakan waktu lama dan memakan biaya besar. WNI keturunan, sebagai
orang asli indonesia asli hanya perfu untuk menunjukkan akta kelahiran
dalam proses pengurusan administrasi kenegaraan, seperti Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya.
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B. Saran

Melihat akar permasalahan mengenai implementasi dan status

kewarganegaraan warga keturunan cina yang ada di Indonesia dari zaman penjajahan

Belanda sampai sekarang ini, sudah adanya perubahan sistim hukum kearah yang

lebih baik. maka penulis menyarankan agar dapat terciptanya keadaan yang aman,

tentram serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya:

1.

Penulis mengharapkan agar warganegara Republik Rakyat Cina yang telah
menjadi wargariegara Indonesia dapat hidup bermasyarakat di Indonesia,
dan tidak hanya untuk warga keturunan cina saja, namun semua orang yang
mau menjadi warga negara Republik Indonesia dapat menjadi warganegara
Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam
perundang-undangan yang berlaku positif.

Hukum nasional yang telah dibuat hendaknya dapat dijalankan dengan baik
oleh aparat yang berwenang di bidangnya masing-masing berdasarkan
hukum yang berlaku, sehingga dapat tercapai tujuan dan maksud dibuatnya
peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila ciri-ciri negara hukum
dapat terlaksana dengan baik di negara Republik Indonesia, maka penulis
berharap tidak akan ada lagi masalah yang timbul tentang kewarganegaraan,

seperti yang selama ini terjadi pada masyarakat cina.
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/
Sumber lain;

‘Pexjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tentang dwi
‘kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia
dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Kewarganegaraan

Undang—Undang Nomor. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
‘Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandeme

Sumber:http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/05/31
http://hukumonline.com/detail asp?id=7981 &cl=Fokus tanggal 29 junt 2010




